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ABSTRACT

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam
memilih pejabat publik pada komisi negara independen menyimpan berbagai
persoalan, antara lain dominasi oligarkis partai politik, subordinasi objektivitas
terhadap kepentingan politik, lemahnya mekanisme pengujian kapasitas calon,
serta potensi negosiasi dan praktik transaksional dalam proses seleksi. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kerangka paradigma
konstruktivisme, dengan metode kajian normatif dan sosiologis.

Temuan menunjukkan kelemahan tidak hanya pada regulasi, tetapi juga
pada aktor-aktor yang terlibat, baik anggota DPR maupun calon pejabat,
kelembagaan komisi negara independen, serta sistem check and balances antara
DPR dan Presiden. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkritisi,
dan merekonstruksi regulasi kewenangan DPR melalui keberadaan Komisi
Pemberantasan Korupsi-KPK, Komisi Pemilihan Umum-KPU, dan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia-Komnas HAM. Rekonstruksi diperlukan untuk
memperkuat independensi komisi negara, menghindarkan intervensi politik, dan
mengoptimalkan fungsi kelembagaan dalam struktur kenegaraan. Rekonstruksi
regulasi kewenangan DPR ini diharapkan mampu mewujudkan seleksi pejabat
publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari dominasi kekuasaan politik
dan pada akhirnya menentukan kualitas kelembagaannya.

Kata Kunci: Regulasi, Kewenangan, Dewan Perkawilan Rakyat, Seleksi, Pejabat
Publik, Komisi Negara Independen.

B Tulisan ini merupakan bagian dari disertasi penulis dengan judul Rekonstruksi Regulasi
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Indenpenden
Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
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Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ™
dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen

ABSTRAK

The authority of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in appointing
public officials to independent state commissions is fraught with challenges, including
the oligarchic dominance of political parties, the subordination of objectivity to
political interests, weak mechanisms for assessing candidates’ capacities, and the
potential for negotiation and transactional practices during the selection process.
This study employs an empirical juridical approach within the framework of
constructivist paradigm, combining normative and sociological legal analyses.
Findings reveal systemic weaknesses not only in the regulatory framework but
also in the conduct of key actors—both DPR members and prospective officials—
as well as within the institutional structure of independent commissions and the
system of checks and balances between the DPR and the President. This article aims
to describe, critique, and reconstruct DPR’s regulatory authority through the cases
of the Corruption Eradication Commission-KPK, the General Elections Commission-
KPU, and the National Human Rights Commission-Komnas HAM. Regulatory
reconstruction is deemed essential to strengthen institutional independence,
prevent political interference, and ensure transparent, accountable public official
appointments that uphold the quality and integrity of independent state bodies.

Keywords: Regulations, Authority, House of Representatives, Selection, Public Official,
Independent State Commissions

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 menandai awal
transformasi sistem politik dan Kketa-
tanegaraan Indonesia, dari era otoritar-
ian menuju demokrasi. Dalam konteks
ini, ada dua upaya penting yang dilaku-
kan sebagai wujud transisi demokrasi,
yaitu perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia-UUD NRI
Tahun 19452 dan pembentukan komisi
negara independen. Amandemen UUD
1945 dilakukan untuk mereformasi
struktur kekuasaan dengan memper-

jelas pemisahan kekuasaan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif serta memperlu-
as partisipasi warga negara melalui pen-
guatan lembaga perwakilan. Sementara
itu, komisi negara independen selanjut-
nya disebut komisi seperti KPK, KPU,
dan Komnas HAM dibentuk sebagai re-
spons terhadap Kkrisis kepercayaan terh-
adap lembaga negara yang ada serta se-
bagai alat kontrol terhadap kekuasaan
negara yang sentralistik selama Orde
Baru-orba.

Amandemen UUD 1945 dan pem-
bentukan komisi merupakan wujud

2 Selanjutnya ditulis UUD NRI untuk membedakan dengan UUD 1945 sebelum perubahan.
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nyata kehendak melakukan Kkonsoli-
dasi demokrasi di Indonesia, karena
keduanya mencerminkan upaya rekaya-
sa kelembagaan untuk mengatasi wari-
san kekuasaan yang sentralistik dan
otoritarian. Dalam proses konsolidasi
demokrasi, diperlukan penataan ulang
struktur kekuasaan agar lebih repre-
sentatif dan akuntabel, dengan mene-
mpatkan lembaga perwakilan sebagai
instrumen utama partisipasi politik
rakyat (Budiardjo, 2008: 121). Amande-
men konstitusi yang berlangsung antara
1999-2002 bukan hanya mengubah ba-
ngunan ketatanegaraan secara formal,
tetapi juga berhasil menginstitusional-
isasi mekanisme demokrasi substantif
seperti pemilu langsung, penguatan per-
an DPR, serta pembentukan Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial (Indraya-
na 2008: 212). Perubahan konstitusi
ini juga merupakan syarat mutlak bagi
negara-negara pasca-otoritarian untuk
dapat mengkonsolidasikan demokra-
si; tanpa desain konstitusi yang mam-
pu membatasi konsentrasi kekuasaan,
demokrasi akan rapuh dan sulit bertah-
an (Horowitz 2000: 15).

Reformasi institusional pasca-Or-
de Baru telah memungkinkan Indone-
sia bergerak dari demokrasi prosedural
menuju demokrasi yang lebih terlem-
bagakan, melalui penguatan aktor poli-
tik, sistem kepartaian, serta pengawasan
kelembagaan terhadap kekuasaan (Mi-
etzner 2010: 33-35). Dalam kerangka
tersebut, pembentukan komisi-komisi
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independen seperti KPU, KPK, dan Kom-
nas HAM menjadi pelengkap penting
dalam sistem pengawasan horizontal
(horizontal accountability), yakni suatu
mekanisme di mana lembaga-lemba-
ga negara yang sejajar secara institu-
sional saling mengawasi dan memiliki
kewenangan legal untuk meminta per-
tanggungjawaban, mengoreksi, bahkan
memberikan sanksi atas penyalahgu-
naan kekuasaan. Mekanisme inilah
yang menjadi prasyarat penting dalam
memperkuat demokrasi substantif dan
mencegah kembalinya otoritarianisme
(O’Donnell 1998: 117).

Perubahan UUD 1945 memberikan
dasar untuk memperkuat pemisahan
kekuasaan serta memperluas partisi-
pasi warga negara dalam proses politik
melalui reformulasi kewenangan lem-
baga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Di sisi lain, pembentukan komisi adalah
manifestasi dari kebutuhan akan lemba-
ga yang bebas dari intervensi kekuasaan
guna mengawasi, menegakkan etika
publik, serta melindungi hak-hak kon-
stitusional warga negara. Oleh karena
itu, rekonstruksi kewenangan DPR men-
jadi relevan sebagai upaya penguatan
kapasitas representasi rakyat sekaligus
memastikan lembaga legislatif berfung-
si secara demokratis dan tidak dominan
secara politis terhadap lembaga-lemba-
ga independen yang menjadi pilar pen-
gawasan demokratis.

UUD 1945 dahulu diposisikan
oleh elit sebagai konstitusi sakral dan
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tidak boleh diubah, sementara di sisi
lain, berbagai konstruksinya menjadi
salah satu faktor kurang demokratisnya
penyelenggaraan negara dan berkem-
bangnya kekuasaan otoritarian.® Trau-
ma terhadap otorianisme, menurut
Thohari (2006: 27), menjadi energi
dominan untuk melakukan kontrol
efektif terhadap kekuasaan eksekutif
melalui pembentukan lembaga-lemba-
ga mandiri. Hal ini dipilih karena adan-
ya krisis kepercayaan terhadap lemba-
ga-lembaga sebelumnya, yang dianggap
gagal dalam menjalankan fungsi-fungsi
dasarnya atau akibat meluasnya peny-
impangan orba.

Kedua upaya ini merupakan ben-
tuk awal dari konsolidasi demokrasi,
tidak
hanya membatasi kewenangan Presi-

dimana perubahan Kkonstitusi

den—seperti pembatasan masa jabatan
dan perlunya persetujuan DPR dalam
berbagai kebijakan penting—tetapi juga
memperkuat DPR dalam fungsi legisla-
si, pengawasan, dan anggaran. Khamis
sebagaimana disitir Asshiddigie (2012:
117) menyatakan bahwa pergeseran
dari executive heavy ke legislative heavy
menimbulkan dampak psikologis yang
belum sepenuhnya terkonsolidasi se-
cara institusional hingga kelak tercapai

titik keseimbangan, dimana Presiden
dan DPR menikmati kedudukan yang
sama kuat dan tidak dapat saling men-
jatuhkan melalui prosedur politik biasa.
Pembentukan komisi terkait juga
dengan Kketerbatasan desain kelem-
bagaan negara berbasis Trias Politika
dalam merespon perkembangan baru.
Modernisasi dan perubahan sosial yang
pesat menyebabkan terjadi masifikasi
kepentingan dan tuntutan masyarakat,
yang gagal diagregasi secara memadai
melalui lembaga-lembaga sebelumnya.
Demikian pula posisi monopolistik nega-
ra dalam bertindak untuk dan atas nama
kepentingan publik memudar secara
luar biasa (Lay 2002: 13-14). Dari kajian
Tauda (2012) dan Mochtar & Satriawan
(2009) setidaknya telah dibentuk 17
komisi di Indonesia setelah reformasi.
Penelitian ini berfokus pada ke-
wenangan DPR dalam membentuk
komisi dengan memilih 3 contoh yaitu
KPK, KPU, dan Komnas HAM. Ketigan-
ya dipilih karena merupakan jawaban
langsung atas tuntutan utama reformasi
1998 seperti pemberantasan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, penyelenggaraan
pemilu yang jujur dan adil, serta pen-
egakan HAM. Dalam konteks konsolida-
si demokrasi, ketiganya merupakan ke-

3 Uraian berbagai “kelemahan” UUD 1945 yang mendorong berkembangnya kekuasaan yang
tidak demokrasi pada era Orde Baru dapat dibaca dalam Yusuf SE & Basalim U (2000), Sedangkan
situasi awal era Reformasi dan “kelemahan” UUD 1945 serta proses, latar belakang, dan hasil
perubahan konstitusi dapat dibaca Sekretariat Jenderal MPR (2013).
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butuhan institusional untuk mengontrol
kekuasaan negara secara otonom dalam
sistem demokrasi. Dengan demikian,
ketiga komisi adalah pilar penting da-
lam menjaga mekanisme checks and
balances, menjamin keterbukaan pe-
merintahan, serta melindungi hak-hak
dasar warga negara, yang merupakan
prasyarat mutlak bagi demokrasi yang
matang dan berkelanjutan.

DPR sebagai representasi warga
negara menjadi penting dalam sistem
konsolidasi demokrasi, karena men-
jalankan fungsi pengimbang kekuasaan
eksekutif, termasuk melalui pembentu-
kan komisi. Namun dalam praktiknya,
kewenangan tersebut kerap dipertanya-
kan karena kecenderungan didomina-
si kepentingan partai politik, kurang
transparan, dan tidak jarang melemah-
kan komisi seperti KPK dan KPU. Pada-
hal keberadaan berbagai komisi pent-
ing untuk menjamin mekanisme checks
and balances di alam demokrasi. Oleh
karena itu, diperlukan rekonstruksi ke-
wenangan DPR agar selaras dengan se-
mangat reformasi dan menopang proses
konsolidasi demokrasi. Caranya dengan
mempertegas batasan kekuasaan, mem-
perkuat fungsi pengawasan berbasis
kepentingan publik, serta memastikan
DPR tidak dimanfaatkan partai untuk
mempolitisasi, membatasi kewenangan
hingga melakukan tekanan politik terh-
adap lembaga independen.

Berbagai kajian sebelumnya telah
menyoroti persoalan ini dari berbagai
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sudut, seperti Jimly Asshiddigie (2005)
menyoroti problem ketimpangan pen-
gawasan dan kapasitas kelembagaan
DPR. Sedangkan Denny
(2008) menelusuri proses transisi kon-

Indrayana

stitusi dan peran DPR dalam pemisahan
kekuasaan. Hadar Gumay (2013) me-
nekankan pentingnya menjaga indepen-
densi KPU dari intervensi DPR. Semen-
tara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
(2015) mengkritik penyalahgunaan
fungsi anggaran DPR untuk menekan
lembaga lain. Ketegangan relasi antara
DPR dan lembaga negara independen
dari perspektif hukum tata negara dan
dinamika politik dikaji Bivitri Susanti
(2017), sementara Lembaga Ilmu Pen-
getahuan Indonesia (2018) berfokus
pada perilaku partai politik di DPR yang
kerap kali melemahkan fungsi represen-
tasi dan memperkuat oligarki internal.
Kajian lainnya dilakukan oleh Indone-
sian Coruption Watch (2021) yang mem-
bahas kewenangan DPR dalam seleksi
pejabat publik dapat menjadi salah satu
pintu masuk kooptasi politik terhadap
lembaga-lembaga independen seperti
KPK, KPU, dan Komnas HAM.

Penelitian ini menawarkan Kke-
baruan karena memandang perlunya
rekonstruksi menyeluruh terhadap
arsitektur regulasi kewenangan DPR,
termasuk mekanisme checks and bal-
ances internal serta relasi antara DPR
dan lembaga pengawasan nonparti-
san. Penelitian menyuguhkan pemeta-
an baru atas disfungsi legislatif serta
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merumuskan model regulatif alterna-
tif yang lebih menjamin akuntabilitas,
profesionalisme, dan keterbukaan. Jadi
tidak hanya mengidentifikasi masalah,
tetapi juga menyusun kerangka solusi,
evaluatif sekaligus konstruktif, melalui
rekonstruksi regulasi kewenangan DPR
hingga penguatan posisi komisi.
Penelitian bersifat normatif dan so-
siologis dengan menggunakan paradig-
ma konstruktivisme dan menggunakan
metode pendekatan yuridis empiris.
Teori yang digunakan untuk melakukan
analisis adalah Teori Demokrasi seba-
gai Grand Theory, Teori Lembaga Per-
wakilan serta Teori Pemisahan dan Pem-
bagian Kekuasaan sebagai Middle Theo-
ry, dan Teori Hukum Progresif dan Teori
Kewenangan sebagai Applied Theory.

Perluasan Kewenangan DPR di Era
Reformasi

Perubahan konstitusi pada era
Reformasi memperluas kewenangan
DPR, terutama dalam seleksi dan pemi-
lihan pejabat publik, yang memperkuat
posisinya dalam sistem ketatanegaraan.
DPR Kkini berperan dalam memberikan
pertimbangan kepada Presiden ter-
kait pengangkatan duta besar Indone-
sia, penerimaan dan penempatan duta
besar negara sahabat, serta pemberi-
an amnesti dan abolisi. Selain itu juga
memilih anggota Badan Pemeriksa
Keuangan-BPK dengan mempertim-
bangkan pendapat Dewan Perwakilan
Daerah-DPD, menyetujui calon hakim

agung yang diajukan Komisi Yudisial-KY,
serta mengajukan tiga calon hakim kon-
stitusi ke Mahkamah Konstitusi-MK.
Termasuk juga kewenangan untuk
seleksi pejabat publik di komisi-komisi
negara.

Keterlibatan DPR bahkan tercan-
tum dalam UU mengenai komisi, baik
melalui pengangkatan langsung, per-
setujuan, pertimbangan, maupun pen-
gusulan. Hal ini secara filosofis mencer-
minkan keterlibatan warga negara, yang
merupakan bagian dari fungsi penga-
wasan DPR, terutama dalam pengangka-
tan pejabat publik yang bersifat politis.
Menurut Asshiddigie (2009: 302-304),
bentuk pengangkatan seperti itu dise-
but political appointment, di mana DPR
memiliki hak konfirmasi.

Secara operasional, peran DPR
dalam pengangkatan pejabat publik
dibedakan menjadi dua kategori. Per-
tama, kelompok yang disetujui melalui
rapat paripurna sebelum diajukan ke
Presiden, seperti KPK dan KPU. Kedua,
kelompok yang hanya memerlukan per-
timbangan atau konsultasi DPR tanpa
melalui rapat paripurna, seperti Kom-
nas HAM. Hal ini dijelaskan oleh Efriza
(2014: 104-105), yang mencatat bah-
wa proses seleksi dilakukan melalui
mekanisme fit and proper test dimana
para calon memaparkan visi, misi, dan
program, lalu dinilai oleh anggota DPR
melalui pemungutan suara tertutup.

Kewenangan ini juga diperkuat
Pasal 185 UU tentang MPR, DPR, DPD,
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DPRD atau MD3, yang menetapkan
bahwa DPR berwenang mengajukan,
menyetujui, atau mempertimbangkan
calon pejabat publik sesuai peraturan
melalui rapat paripurna. Rincian ke-
wenangan ini kemudian tersebar dalam
berbagai UU sektoral yang mengatur
komisi. Efriza (2014: 105-106) men-
catat terdapat 29 komisi negara yang
pengangkatan anggotanya memerlukan
persetujuan DPR, termasuk KPK, KPU,
dan Komnas HAM.

Namun, penelusuran lebih lanjut
menunjukkan terdapat 8 komisi nega-
ra tambahan yang belum terdata, yaitu:
Komisi Pengawas Haji Indonesia, Badan
Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indo-
nesia, Komisi Informasi Pusat, Lembaga
Sensor Film, Badan Perlindungan Kon-
sumen Indonesia, Komisi Kepolisian Na-
sional, dan Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia. Posisi BPK dalam data Efriza
dinilai tidak tepat karena badan ini satu
rumpun dengan MPR, DPR, dan DPD,
bukan komisi. Begitu pula dengan unsur
masyarakat profesional dalam Pengar-
ah Penanggulangan Bencana yang tidak
jelas lembaga komisinya. Maka terdapat
36 komisi negara yang pemilihan dan
pengangkatannya harus melewati DPR.
Jika masa jabatan masing-masing ada-
lah lima tahun, maka dapat dibayang-
kan waktu dan energi DPR yang tersita
untuk proses seleksi ini. Ironisnya DPR
sendiri belum berhasil memenuhi tar-
get Program Legislasi Nasional yang dis-
usunnya.
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Komisi Negara Independen

Secara teoritik dan praktik, Mila-
kovich dan Gordon sebagaimana dikutip
Mochtar (2016: 40-41)
bahwa terdapat dua jenis komisi negara

menyatakan

di Amerika yaitu dependent regulatory
agencies (DRAs) dan independent reg-
ulatory boards and commissions (IRCs).
DRAs merupakan perpanjangan tangan
dari lembaga-lembaga negara, yang
umumnya berada di bawah departe-
men, kabinet, atau struktur eksekutif
lainnya. Sebaliknya, IRCs adalah komisi
independen yang memiliki karakteris-
tik kepemimpinan kolegial—keputu-
san diambil secara kolektif; komisioner
tidak tunduk pada keinginan presiden
sebagaimana pejabat lain yang diang-
katnya; masa jabatan yang panjang
(misalnya 14 tahun untuk anggota Fed-
eral Reserve Board); pengisian jabatan
dilakukan secara bertahap (staggered)
sehingga presiden tidak bisa menguasai
lembaga tersebut sepenuhnya; jumlah
anggota bersifat ganjil dan keputusan
diambil melalui suara mayoritas; serta
komposisi keanggotaan biasanya mem-
perhatikan keseimbangan partisan.
Funk dan Seamon menurut Asshid-
digie (2003) menyatakan bahwa komisi
merupakan lembaga negara yang diide-
alkan bebas dari campur tangan cabang
kekuasaan manapun. Oleh karena itu be-
rada di luar cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif, namun memiliki
fungsi dan karakter ‘campur sari’ dari
ketiganya. Funk dan Seamon menyebut-
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kan tidak jarang komisi memiliki kekua-
saan quasi legislative, quasi executive,
dan quasi judicial (Asshiddigie 2003).
Maka komisi terkadang mempunyai
fungsi di ketiga bidang, memberikan re-
komendasi bahkan sekaligus mengadili
dugaan pelanggaran peraturan tersebut.

Independensi, kedudukan, dan ru-
ang lingkup kewenangan komisi berva-
riasi sehingga dapat dikatakan bahwa ti-
dak ada tolok ukur kesamaan secara te-
ori untuk membentuk karakteristiknya.
Terkait independensinya, Asshiddigie
(2008: 879) mengintegrasikan Kkes-
eluruhan kategori independensi lemba-
ga tersebut ke dalam tiga bentuk, yaitu
institusional atau struktural, fungsional
dan administratif.

Terkait independensi komisi, MK
melalui putusannya menyatakan frasa
“KY dalam pelaksanaan wewenangnya
bebas dari campur tangan atau pen-
garuh kekuasaan lain” harus dimaknai
sebagai kemandirian kelembagaan da-
lam mengambil keputusan, bukan ke-
mandirian yang bersifat perorangan
anggota KY. Artinya, kemandirianya ha-
rus dimaknai sebagai kebebasan dari
campur tangan dan pengaruh kekua-
saan lain dalam pelaksanaan wewenang
pengusulan calon hakim agung maupun
dalam rangka pelaksanaan wewenang
lain menurut UUD NRL

Prinsip independensi dalam komi-
si harus dijamin oleh landasan hukum-
nya, sekaligus menunjukkan pentingn-
ya keterlibatan publik di dalam proses

seleksi. Berbeda dengan administrative
agencies yang mutlak kewenangan ek-
sekutif sehingga kadar partisipasi pub-
lik tergantung sikap presiden (Mochtar
& Satriawan 2009: 154). Gejala umum
dalam pembentukan komisi menurut
Thohari (2006: 26-27) adalah persoa-
lan mekanisme akuntabilitas, kedudu-
kan dalam struktur ketatanegaraan,
dan pola hubungan dengan kekuasaan
pemerintah, kekuasaan membentuk UU
dan kekuasaan kehakiman. Hal ini terja-
di karena adanya pergulatan politik pe-
merintah dan parlemen saat keduanya
memperebutkan pengaruh dari rakyat
karena pemerintah “dipaksa” berbagi
kekuasaan dengan kekuatan lain, khu-
susnya parlemen, di era demokrasi.
Semangat parlemen dalam situasi itu
adalah melucuti kekuasaan pemerintah
sebanyak mungkin, termasuk melalui
pembentukan lembaga-lembaga ekstra.

Menurut Asshiddiqie (2006: 23),
munculnya komisi mencerminkan ke-
butuhan untuk mendekonsentrasikan
kekuasaan dari birokrasi dan lemba-
ga pemerintahan konvensional. Kom-
pleksitas perkembangan menuntut
pergeseran dari sistem yang birokratis,
sentralistik, dan terkonsentrasi menuju
deregulasi, debirokratisasi, privatisasi,
desentralisasi, dan dekonsentrasi. Se-
bagian fungsi eksekutif, legislatif, dan
yudikatif kemudian dialihkan kepada
organ-organ baru yang bersifat inde-
penden. Lembaga-lembaga ini men-
jalankan fungsi campuran—ada yang
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lebih dekat ke fungsi legislatif dan reg-
ulatif, ada yang administratif-eksekutif,
dan bahkan ada yang mendekati fungsi
yudikatif.

Faktor pendorong pembentukan
lembaga independen menurut Lay &
Savirani (2000: 17-32) ialah ketidakper-
cayaan publik dan elit atas lembaga-lem-
baga negara yang telah ada. Di sisi lain
Mochtar (2016: 114) merincinya men-
jadi 7 yaitu: reformasi dengan pendeka-
tan neo-liberal; kewajiban transisional
untuk menunjang hal tertentu; kebu-
tuhan percepatan demokrasi; bagian
dari pencitraan kekuasaan; mengurangi
tugas lembaga penyelesaian sengketa
antara negara dan warga negara; adan-
ya kekecewaan terhadap lembaga lama;
dan ketergesa-gesaan dalam legislasi.

Kelahiran komisi menurut Lay
(2002: 15) juga merupakan refleksi dari
kontestasi dua kecenderungan klasik
dalam studi ilmu politik, yakni sen-
tripetal (konsentrasi kekuasaan) dan
sentrifugal (pemencaran kekuasaan).
Keduanya merepresentasikan dua en-
titas politik yang saling berhadap-ha-
dapan dalam kerangka zero-sum-game
theory, yakni negara yang sentripetal
dan kekuatan non negara yang sentrif-
ugal. Fenomena kehadiran berbagai
komisi merupakan kemenangan kekua-
tan non-negara dalam melakukan pen-
etrasi wilayah dominasi negara, setelah
negosiasi antarkeduanya. Kemenangan
tersebut sangat didukung momentum
reformasi yang memperluas hasrat
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kekuatan non-negara untuk menjang-
kau kontrol atas ranah negara.

Melalui komisi-komisi tersebut, ak-
tor-aktor non-negara bisa mengkonversi
diri secara cepat agar dapat bertindak
atas nama dan untuk kepentingan pub-
lik yang selama ini dimonopoli negara,
sehingga tidak lagi menjadi institusi
tunggal dan otonom atas masyarakat.
Akan tetapi menjadi arena kontestasi
kekuatan-kekuatan yang ada dalam neg-
ara dan masyarakat. Indikasinya adalah
dominannya aktor-aktor non-negara,
seperti aktivis, ilmuwan, dan lainnya da-
lam menguasai struktur pengambilan
keputusan berbagai lembaga sampiran
negara. Sebaliknya, kelahiran komisijuga
dapat dilihat sebagai wujud fleksibilitas
negara dalam beradaptasi dengan peru-
bahan dan tuntutan baru dalam kerang-
ka melindungi interes dasarnya, yakni
preservasi monopolinya atas kekuasaan.
Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa
negara melalui birokrasinya dapat tetap
memaksakan penegakan ukuran-uku-
ran teknokratik sebagai dasar dalam
menuntun perilaku komisi-komisi neg-
ara independen (Lay 2002: 15). Dengan
demikian, negara melalui birokrasi da-
lam komisi mampu melakukan kontroln-
ya atas keseluruhan proses administrasi
setiap komisi. Negara membuka ruang
penetrasi terhadap kekuatan non nega-
ra dalam komisi yang memiliki berbagi
kewenangan untuk bertindak atas nama
dan untuk kepentingan publik (Lay & Sa-
virani 2000: 17-32).
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Dalam tinjauan lain, Putusan MK
mengenai Permohonan Pengujian UU
Penyiaran terhadap UUD 1945 memuat
materi tentang komisi. MK dalam putu-
sannya menegaskan bahwa kelahiran in-
stitusi-institusi demokratis dan “lemba-
ga-lembaga negara” dalam berbagai
bentuk, di antaranya yang paling banyak
adalah dalam bentuk komisi-komisi.
Putusan MK tersebut antara lain juga
menyatakan: “Komisi Independen yang
lahir ini memang merupakan sebuah
konsekuensi logis dari sebuah negara
demokrasi modern yang ingin secara
lebih sempurna menjalankan prinsip
checks and balances untuk kepentingan
yang lebih besar”. Atas dasar analisis
dan pertimbangan MK tersebut, Arifin
dkk (2005: 61) menyimpulkan bahwa
komisi bertujuan untuk menjalank-
an prinsip checks and balances untuk
kepentingan publik.

Menyoroti independensi, Sonmez
menyatakan bahwa tingginya tingkat
kesulitan menentukan komisi mana
saja yang benar-benar independen,
maka hal ini diserahkan kepada mas-
ing-masing negara. Negara mempunyai
pola, doktrin hukum dan definisi sendiri
perihal komisi, sehingga timbulah vari-
asi penamaan. Hal tersebut disesuaikan
dengan ciri yang ada, seperti “autono-

oo«

mous regulatory agencies”, “semi-inde-

AN

pendent regulators”, “independent regu-
latory agencies” dan “impartial regula-
tory agencies” serta berbagai nama lain

dalam peristilahan komisi, meskipun

secara ciri teoritik belum tentu bisa
dikatakan sebagai lembaga negara inde-
penden (Mochtar 2016: 61).

Derajat independensi mas-
ing-masing komisi berbeda-beda dan
keberadaannya tidak dalam cabang
kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun
kehakiman. Ada komisi yang bersifat in-
dependen dan ada pula yang semi atau
quasi independent sehingga biasa juga
disebut independent and quasi indepen-
dent agencies, corporations, committees,
and commissions (Asshiddigie 2006: 9).

Lembaga negara independen
memiliki ciri yaitu: Lahir dan ditempat-
kan tidak menjadi bagian dari cabang
kekuasaan yang ada;
seleksi,

cabang kekuasaan dalam kerangka

Pemilihannya
melalui pelibatan berbagai
checks and balances, atau diserahkan
pada segmentasi tertentu di publik, dan
bukan political appointee; Proses pemili-
han dan pemberhentiannya hanya dapat
dilakukan berdasaran mekanisme yang
ditentukan oleh aturan yang mendasari
pembentukannya; proses deliberasinya
sangat kuat sehingga keanggotaan, pros-
es seleksi dan pelaporan Kinerja didekat-
kan dengan rakyat atau pun melalui lem-
baga perwakilannya; Kepemimpinan
bersifat kolegial dan kolektif; Bukan
lembaga negara utama, tetapi bukan be-
rarti tidak penting karena keberadaan-
nya merupakan tuntutan masa transisi
maupun kebutuhan ketatanegaraan
yang semakin kompleks; Memiliki ke-
wenangan yang lebih devolutif, yakni
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bersifat self-regulated dalam artian bisa
mengeluarkan aturan sendiri yang juga
berlaku secara umum, dan; Memiliki ba-
sis legitimasi di aturan baik konstitusi
dan/atau undang-undang. Berdasarkan
ciri tersebut, lembaga negara yang dapat
dikategorikan lembaga negara indepen-
dent di antaranya adalah Komnas HAM,
KPK, Ombudsman RI, KPI, KY, KPU, dan
Dewan Pers (Mochtar 2016: 64-72).
Seiring dengan itu, Tauda (2012:
99-100) merangkum pemikiran para pa-
kar untuk mengidentifikasi lembaga neg-
ara apa saja yang dapat digolongkan se-
bagai komisi, yaitu: Independensi komisi
dinyatakan secara tegas oleh pembentuk
UU dalam UU tentang komisi tersebut;
Independen dalam artian bebas dari
pengaruh, kehendak, ataupun kontrol
dari cabang kekuasaan eksekutif; Pem-
berhentian dan pengangkatan anggota
komisi menggunakan mekanisme ter-
tentu yang diatur khusus, bukan sema-
ta-mata berdasarkan kehendak Presiden
(political appointee); Kepemimpinan
kolektif kolegial, jumlah anggota atau
komisioner bersifat ganjil dan keputusan
diambil secara mayoritas suara; Kepemi-
mpinan tidak dikuasai atau tidak mayor-
itas dari parpol tertentu; Masa jabatan
para pimpinan komisi definitif, dan tidak
habis secara bersamaan, tapi bergantian
(staggered terms); Keanggotaan lemba-
ga ini biasanya menjaga keseimbangan
perwakilan yang bersifat non-partisan.
Selanjutnya Tauda juga menetap-
kan rincian lembaga mana saja yang ma-
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suk komisi yaitu sebanyak 15 lembaga:
KY, KPU, Komnas HAM, KPK, Ombuds-
man RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan, PPATK, KPA],
KPPU, KPI, Dewan Pers, Dewan Pen-
didikan, KIP, Bawaslu, dan LPSK (Tau-
da 2012: xiv). Terkait dengan ini, Jurdi
menyusun daftar nama lembaga negara
bantu yang dianggap memiliki banyak
kesamaan dan sebagiannya masuk kate-
gori sebagai komisi. Pengelompokan itu
menghasilkan lembaga dengan nama
Badan, Dewan, Komisi, Komite, Lemba-
ga, dan lainnya (Jurdi 2019: 339-413).
Dari daftar yang disusun Jurdi tersebut
terdapat 20 Badan, 17 Dewan, 17 Komi-
si, 13 Komite, 4 Lembaga, dan 6 dengan
nama lain.

Sebagian besar lembaga negara
bantu yang tergolong komisi menggu-
nakan nama “Komisi”, sementara lain-
nya merupakan bagian dari rumpun
eksekutif. Agar tidak membingungkan
publik, disarankan nomenklatur komisi
independen tidak memakai istilah “ma-
jelis” atau “dewan” yang telah digunakan
oleh lembaga dalam UUD NRI. Penulis
mengusulkan agar semua komisi neg-
ara independen diseragamkan dengan
menggunakan kata “Komisi” di awal
nama lembaga. Hal ini akan memudah-
kan masyarakat memahami kedudukan
dan sifat lembaga tersebut.
Karakteristik Komisi Negara
Independen

Funk dan Seamon menyebutkan
komisi merupakan lembaga yang pent-
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ing untuk menjamin tegaknya demokra-
si, namun apabila tidak dibentengi
dengan berbagai rambu-rambu sebagai
komisi yang independen, akan rentan
disalahgunakan penguasa untuk me-
langgengkan kekuasaannya. Oleh kare-
na itu komisi merupakan lembaga neg-
ara yang diidealkan bebas dari campur
tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Namun komisi mempunyai kekuasaan
quasi legislative, quasi executive dan
quasi judicial power (Tauda 2012 : 93).
Fraser dan Meyer membedakan in-
dependensi itu ke dalam kategori goal
independence, independensi dilihat dari
segi penetapan tujuan dan instrument
independence, independensi dalam cara
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ahli lain, V. Grilli dkk dan Robert Elgie
membedakan independensi lembaga
dari aspek politik (political indepen-
dence) dan dari aspek ekonomi (eco-
nomic independence). Adapun ahli lainn-
ya, W. Baka membedakan independensi
itu menjadi institutional independence,
functional independence, dan financial
independence. Di sisi lain, Mboweni mer-
umuskan empat aspek independensi,
yaitu functional independence, personel
independence, instrumental indepen-
dence, dan financial independence.
Asshidigie (2008: 879) merang-
kum berbagai pemikiran para ahli terse-
but dan merumuskan kategori komisi
ke dalam tiga bentuk independensi,
yaitu:  Institusional atau Struktural,
Fungsional, dan Administratif. Adapun

mengenai karakterisik komisi, bebera-
pa ahli menyatakan pendapatnya. Fund
dan Seamon sebagaimana dikutip Tauda
(2012: 98) merumuskan 4 karakteristik
yaitu: Pertama, pemberhentian anggota
komisi hanya dapat dilakukan berdasar-
kan sebab-sebab yang diatur dalam un-
dang-undang pembentukan komisi ber-
sangkutan. Kedua, kepemimpinan yang
kolektif. Ketiga, kepemimpinan tidak di-
kuasai atau tidak mayoritas berasal dari
parpol tertentu (nonpartisan). Keem-
pat, Masa jabatan para pemimpin komi-
si tidak habis secara bersamaan, tetapi
bergantian (staggered terms). Sementa-
ra Fox merumuskan hanya 2 karakter-
istik yaitu: Pertama, dinyatakan secara
tegas oleh parlemen dalam UU tentang
komisi tersebut sebagai lembaga inde-
penden (syarat normatif). Kedua, pres-
iden dibatasi untuk tidak secara bebas
memutuskan (discreationary decision)
pemberhentian sang pimpinan komisi
(Asshiddiqie 2008: 879).

Milakovich dan Gordon menyebut-
kan 6 karakteristik komisi yaitu:
Kepemimpinan yang bersifat kolegial
sehingga keputusan-keputusan diam-
bil secara kolektif; Tidak melayani apa
yang menjadi keinginan presiden se-
bagaimana pejabat yang dipilih oleh
presiden; Masa jabatan komisionernya
relatif panjang; Periode jabatan bersi-
fat “staggered” artinya tiap tahun komi-
sioner berganti secara bertahap, oleh
karena itu presiden tidak bisa mengua-
sai sepenuhnya kepemimpinan lembaga
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terkait; Jumlah anggota atau komisioner
bersifat ganjil dan keputusan diambil
secara mayoritas suara; Keanggotaan
biasanya menjaga keseimbangan per-
wakilan yang bersifat partisan. Semen-
tara Asimow, hanya menekankan satu
karakteristik yaitu independen terha-
dap cabang kekuasaan eksekutif.
Sebuah lembaga negara di Indo-
nesia masuk kategori komisi apabila
memenuhi persyaratan tertentu, Tauda
(2016: 100-134) menyebutkan 7 karak-
teristik komisi di Indonesia yaitu: Perta-
ma, independensinya tegas dinyatakan
dalam UU tentang komisi tersebut;
Kedua, bebas dari pengaruh, kehendak,
ataupun kontrol dari cabang kekua-
saan eksekutif; Ketiga, pemberhentian
dan pengangkatan anggota menggu-
nakan mekanisme tertentu yang diatur
khusus, bukan berdasarkan kehendak
Presiden (political appointee); Keempat,
kepemimpinan kolektif kolegial, jumlah
anggota atau komisioner bersifat ganjil
dan keputusan diambil secara mayori-
tas suara; Kelima, kepemimpinan tidak
dikuasai atau tidak mayoritas berasal
dari parpol tertentu; Keenam, masa ja-
batan para pemimpin komisi definitif,
dan tidak habis secara bersamaan, teta-
pi bergantian (staggered terms); Ketu-
juh, keanggotaan biasanya menjaga ke-
seimbangan perwakilan yang bersifat
nonpartisan. Berdasarkan hal tersebut
disimpulkan bahwa terdapat 15 komi-
si di Indonesia, yaitu: KY, KPU, Komnas
HAM, KPK, ORI, Komnas Perempuan,
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PPATK, KPAI, KPPU, KPI, Dewan Pers,
Dewan Pendidikan, KIP, Bawaslu, dan
LPSK. Bawaslu dimasukkan dalam kat-
egori ini karena meskipun dibentuk
sebagai supporting organ KPU namun
Bawaslu tidak secara struktural diken-
dalikan KPU dan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya tidak bertanggung
jawab kepada KPU, melainkan mem-
berikan laporan pengawasan kepada
DPR dan Presiden. Bawaslu merupakan
komisi yang unik dikarenakan fungsin-
ya mengawasi (monitoring) dan menun-
jang komisi lainnya yaitu KPU.
Pemilihan Pejabat Publik pada
Komisi

Proses pemilihan pejabat publik
pada berbagai komisi melibatkan DPR,
yang melalui alat kelengkapan komis-
inya melakukan uji kelayakan dan kepa-
tutan terhadap para calon hasil ker-
ja panitia seleksi bentukan Presiden.
Setelah itu, anggota Komisi DPR akan
melakukan pemungutan suara secara
rahasia untuk memilih nama-nama yang
akan menjadi pimpinan/anggota komisi
tersebut. Dalam praktiknya, kewenan-
gan DPR tersebut mendapat sorotan
dan kritik dari berbagai kalangan. To-
dung Mulya Lubis misalnya menyatakan
adanya “politik dagang sapi” dalam pros-
es seleksi di DPR, yang berdampak pada
kemampuan dan Kkualitas komisi-komi-
si. Sementara Topo Santoso menyebut-
kan adanya persoalan mendasar dalam
seleksi pejabat publik pada Kkomisi,
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dengan menyatakan sistem seleksi KPU
gagal menyeleksi orang-orang yang di-
anggap berpengalaman dan paham ma-
salah kepemiluan (Mochtar & Satriawan
2009: 147).
Sorotan terhadap kewenangan
DPR tersebut dirumuskan oleh Mochtar
& Satriawan (2009: 157-162) yang
menguraikan kendala-kendala dalam
seleksi pejabat publik pada komisi
yaitu: Pertama, kewenangan presi-
den dalam membentuk panitia selek-
si-pansel yang belum seragam. Kedua,
mekanisme kerja pansel yang tertutup
dan kewenangannya yang tidak jelas se-
hingga tahapan tiap pansel tidak sama,
dan penentuan serta pengambilan
keputusan yang longgar. Ketiga, sistem
seleksi yang menggunakan rekruitmen
terbuka ternyata juga mengandung
masalah. Sistem ini membuka peluang
seakan-akan menjadi ajang cari peker-
jaan bagi pengangguran atau malah
pemula, sedangkan solusi jemput bola
kepada “calon unggulan”, juga bermas-
alah karena tidak adanya jaminan akan
terpilih. Masalah lainnya adalah proses
fit and proper test oleh DPR dianggap
tidak nyaman, sehingga sebagian be-
sar kandidat yang punya kapasitas dan
kapabilitas enggan mendaftar. Keempat,
kewenangan DPR pada semua proses
seleksi menimbulkan persoalan karena
model sistem kepartaian yang oligarkis.
Akibatnya pelibatan DPR sebagai wujud
pelibatan rakyat, dalam praktiknya ha-

nya menjadi manifestasi kepentingan

oligarkh, sehingga faktor akseptabilitas
politik tampak lebih dominan daripada
akseptabilitas publik.

DPR memang memiliki kewenan-
gan signifikan dalam proses seleksi
pejabat publik pada berbagai komisi,
yang dijalankan melalui mekanisme fit
and proper test. Sekalupun tidak secara
eksplisit diatur dalam undang-undang,
tapi dilakukan berdasarkan aturan in-
ternal DPR. Prosedur ini mengandung
sejumlah permasalahan struktural dan
prosedural yang berdampak terhadap
kualitas seleksi serta independensi lem-
baga yang bersangkutan. Permasalah-
annya adalah:

Pertama mengenai dasar hukum fit
and proper test itu sendiri. Tidak adanya
dasar hukum eksplisit dalam UU menye-
babkan proses hanya bergantung pada
Tata Tertib DPR, yang rentan dimanip-
ulasi sesuai kepentingan partai politik
dominan. Dominasi partai besar seper-
ti PDIP dan Golkar, dalam praktiknya,
menghasilkan konfigurasi kekuasaan
yang memampukan mereka menjadi
king maker dalam seleksi pejabat publik.
Hal ini berimplikasi pada proses seleksi
yang lebih politis daripada meritokratik.

Kedua, model fit and proper test
DPR dinilai tidak efektif dalam mengu-
ji kapabilitas calon. Proses wawancara
di komisi sering kali hanya bersifat
formalitas, di mana pertanyaan jarang
menggali visi, integritas, atau kapasi-
tas manajerial calon. Voting dilakukan
melalui skema “paket”, yaitu memilih
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sejumlah nama sekaligus sesuai kuo-
ta, sehingga memberi celah besar bagi
kompromi politik internal. Dalam situ-
asi ini, substansi seleksi dikesamping-
kan demi kompromi antarfraksi.

Ketiga, rendahnya partisipasi publik
dalam proses ini juga menjadi sorotan.
Walaupun secara prosedural terbuka,
masyarakat sipil hanya menjadi penon-
ton, tanpa mekanisme yang memasti-
kan masukan mereka secara substantif
dipertimbangkan. Ini mencederai prin-
sip transparansi dan akuntabilitas, ter-
utama ketika calon dengan rekam jejak
kuat dan didukung publik justru tidak
terpilih.

Keempat, terdapat kecenderungan
DPR lebih mengedepankan kalkulasi
politik daripada pertimbangan profe-
sionalisme. Penilaian terhadap integri-
tas, kompetensi, dan objektivitas sering
kali dikesampingkan. Bahkan, terdapat
potensi terjadinya praktik transaksion-
al, baik berupa lobi politik maupun ben-
tuk-bentuk gratifikasi yang sulit dilacak,
namun berpotensi memengaruhi hasil
seleksi.

Situasi ini berdampak sistemik,
sehingga banyak pejabat publik ha-
sil seleksi DPR tidak mencerminkan
profil ideal sebagaimana diharapkan
masyarakat. Kualitas kelembagaan KNI
menjadi taruhannya, karena pemimpin
atau anggota yang terpilih lebih merep-
resentasikan kepentingan politik dar-
ipada orientasi pelayanan publik dan
integritas kelembagaan. Kinerja lemba-
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ga menjadi kurang optimal dan bahkan
berisiko merugikan kepentingan jang-
ka panjang bangsa dan negara. Dalam
konteks inilah, diperlukan rekonstruksi
regulasi yang membatasi kewenangan
DPR hanya pada lingkup seleksi yang
ditetapkan secara eksplisit dalam un-
dang-undang dasar (UUD), yaitu terha-
dap lembaga negara utama seperti BPK,
KY, MA, dan MK.

Kewenangan seleksi terhadap
komisi lain sebaiknya direvisi atau di-
alihkan kepada mekanisme yang lebih
objektif, misalnya melibatkan pansel
independen dengan keterlibatan pub-
lik yang nyata. Perlu dicatat bahwa se-
bagian besar KNI dibentuk melalui UU
biasa, artinya legitimasi politik dalam
pembentukannya sangat Kkental, dan
DPR turut memainkan peran dominan
bersama Presiden. Hingga kini, terdapat
sekurangnya 37 komisi/lembaga neg-
ara nonstruktural yang anggota atau
pimpinannya dipilih DPR. Ini membeba-
ni fungsi DPR yang lain seperti legislasi
dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu
pembatasan rasional dalam bentuk re-
visi peraturan perundang-undangan,
baik UU maupun PP, yang selama ini
memberikan ruang luas bagi DPR untuk
turut serta dalam seleksi.

Perlu dicermati bahwa komi-
si-komisi tersebut didefinisikan se-

bagai “independen” atau “mandiri,”
sebagaimana termuat dalam berbagai
peraturan. Istilah “independen” digu-

nakan dalam regulasi KPK, Bawasluy,
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OJK, dan lainnya, sedangkan “mandiri”
dipakai dalam UU KPU, Komnas HAM,
dan beberapa lembaga lain. Namun,
makna independensi ini menjadi para-
doksal jika proses seleksi dipenuhi
kepentingan politik.

Pola rekrutmen saat ini juga mem-
perlihatkan perbedaan mencolok an-
tara komisi independen dan lembaga
dalam rumpun eksekutif. Bila lembaga
eksekutif memiliki model pengangka-
tan langsung oleh Presiden, maka komi-
si, yang seharusnya berada di luar tiga
cabang kekuasaan, justru direkrut den-
gan melibatkan DPR secara intens. Hal
ini berpotensi mereduksi independen-
si lembaga karena menjadikan anggo-
ta komisi sebagai representasi politik,
bukan representasi publik. Dengan de-
mikian, untuk memperkuat integritas,
akuntabilitas, dan kualitas tata kelola
lembaga independen, perlu rekonstruk-
si menyeluruh terhadap kewenangan
seleksi pejabat publik oleh DPR. Refor-
masi ini harus menekankan prinsip mer-
itokrasi, transparansi, partisipasi publik,
serta penguatan peran panitia seleksi in-
dependen agar hasil seleksi tidak hanya
sah secara hukum, tetapi juga sah secara
moral dan sosial di mata publik.

Mochtar (2009:
155-157) merumuskan beberapa pola

& Satriawan

pemilihan pejabat publik (komisioner)
pada komisi sebagai berikut: Pertama,
anggota komisi dipilih oleh DPR atas
usul dari Presiden. Untuk melancarkan
proses pemilihan calon anggota komi-

si, pemerintah membentuk pansel dari
unsur pemerintah dan masyarakat yang
melakukan seluruh tahap penjaringan
dan penyeleksian calon anggota komisi.
Hasilnya diserahkan kepada Presiden
untuk kemudian diusulkan kepada DPR
yang melakukan pemilihan, didahului
fit and proper test kemudian pemilihan
dengan mekanisme voting. Kedua, an-
ggota komisi dipilih oleh DPR atas usul
komisi tersebut dimana seluruh pros-
es seleksi dilakukan pansel dari komi-
si bersangkutan. Hasilnya diserahkan
kepada DPR yang melakukan fit and
proper test terlebih dahulu, lalu pemi-
lihan melalui mekanisme voting. Presi-
den selaku kepala negara hanya bertu-
gas meresmikan calon terpilih. Ketiga,
presiden mengangkat anggota komisi
atas persetujuan DPR. Proses seleksi
oleh pansel pemerintah yang hasilnya
diserahkan kepada Presiden yang den-
gan persetujuan DPR memilih dan me-
netapkannya sebagai anggota komisi.
Keempat, presiden mengangkat anggota
komisi setelah mendapat pertimbangan
DPR. Pengusulan calon oleh komisi neg-
ara bersangkutan melalui mekanisme
seleksi yang hasilnya diserahkan kepa-
da Presiden yang dengan pertimbangan
DPR, melakukan penetapan. Kelima,
pola yang tidak melibatkan pansel, pres-
iden, dan DPR pada pemilihan anggota
Dewan Pers. Pemilihan dilakukan oleh
anggota dari tiga unsur yaitu wartawan,
perusahaan pers, masyarakat dan pakar
komunikasi.
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Dalam pemilihan pimpinan/an-
ggota atau komisioner atau pejabat
publik pada komisi biasanya dilakukan
melalui mekanisme pansel. Hasil kerja
pansel disampaikan kepada Presiden
dan diteruskan ke DPR yang melaku-
kan fit and proper test terhadap para
kandidat dan puncaknya memilih na-
ma-nama, biasanya dalam satu paket
nama. Hasilnya kemudian dilaporkan
dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan
Komisi DPR dengan agenda pengambi-
lan keputusan dan persetujuan. Selan-
jutnya nama-nama hasil pemilihan oleh
DPR diserahkan kepada Presiden, yang
bertindak sebagai kepala negara untuk
menerbitkan surat keputusan pengang-
katan para pejabat publik pada komisi.

Regulasi Kewenangan DPR dalam UU
DPR  melakukan
seleksi dalam pemilihan pejabat pub-

Kewenangan

lik pada komisi negara independen
tercantum dalam peraturan perun-
dang-undangan, baik UU maupun Pera-
turan Tata Tertib DPR. Hal ini menurut
Widodo pada hakikatnya menunjukkan
adanya pelibatan rakyat, yang dalam
sistem demokrasi merupakan peme-
gang kedaulatan dan melalui wakilnya
turut serta dalam menentukan jalannya
pemerintahan negara. Jadi konsep dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,
diterjemahkan dalam pemberikan ke-
wenangan kepada lembaga yang me-
wakili aspirasi rakyat, yaitu DPR (Wido-
do 2022, Wawancara, 1 September).

48

Sementara pakar hukum lain men-
yatakan bahwa secara prinsip konstitusi
dan teori harusnya tidak ada kewenan-
gan DPR dalam proses seleksi terse-
but. Namun karena DPR berwenang
membentuk UU maka pencantuman
kewenang itu merupakan penafsiran
politik DPR semata, bukan ketaatan
terhadap prinsip-prinsip konstitusion-
alisme. Secara teoritik lembaga inde-
penden (Ackerman menyebutnya integ-
rity body) harus dijauhkan dari campur
tangan politik lembaga kekuasaan lain,
apalagi DPR (Amsari 2022, Wawancara,
1 September).

Kewenangan DPR dalam pemili-
han pejabat publik pada lembaga nega-
ra independen diatur melalui sejumlah
UU yang memberikan peran strategis
dalam proses seleksi dan pengesahan.
Dalam konteks KPK, kewenangan ini
diatur melalui UU No. 30 Tahun 2002
dan perubahannya dalam UU No. 19
Tahun 2019. Presiden membentuk pan-
sel yang terdiri dari unsur pemerintah
dan masyarakat untuk menjaring calon
pimpinan KPK, yang hasilnya diserah-
kan kepada DPR untuk dilakukan uji
kelayakan dan pemilihan, sebelum di-
kukuhkan oleh Presiden. Sedangkan
untuk KPU, mekanisme ini diatur dalam
UU No. 7 Tahun 2017, dimana Presiden
membentuk tim seleksi (timsel) berang-
gotakan maksimal 11 orang, yang ber-
tugas menyaring calon secara terbuka
dengan melibatkan masyarakat. Timsel
menyerahkan nama calon kepada Pres-
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iden, yang kemudian diajukan ke DPR
yang selanjutnya melakukan uji kelay-
akan dan kepatutan sebelum menetap-
kan dan menyampaikan hasilnya kepada
Presiden untuk disahkan. Sementaraitu,
untuk Komnas HAM, dalam UU No. 39
Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa
calon anggota ditetapkan oleh Komnas
HAM dan diserahkan kepada DPR un-
tuk dipilih. Selanjutnya, hasil pemilihan
disahkan oleh Presiden. Meskipun me-
kanismenya bervariasi, ketiga lembaga
menunjukkan pola Kketerlibatan DPR
sebagai aktor utama dalam pemilihan
pejabat komisi.

Regulasi Kewenangan DPR dalam
Peraturan Tata Tertib DPR

Pelaksanaan kewenangan DPR da-
lam melakukan seleksi pejabat publik
atau komisioner berbagai komisi nega-
ra independen diatur lebih rinci dalam
Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Ta-
hun 2020. Istilah mengenai kewenangan
DPR dalam proses pemilihan pejabat
publik tersebut yang digunakan dalam
3 (tiga) pasal Tata Tertib DPR tersebut
adalah mengajukan, memberikan per-
setujuan, memberikan pertimbangan/
konsultasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut
dapat dirumuskan pengaturannya se-
bagai berikut.

1. Rapat paripurna DPR menugasi
Badan Musyawarah-Bamus untuk
menjadwalkan dan menugaskan

komi-

pembahasannya kepada

si terkait. Tata cara pelaksanaan
pembahasan ditetapkan oleh komi-
si yang bersangkutan meliputi: a.
penelitian administrasi; b. pen-
yampaian visi dan misi; c. fit and
proper test; d. penentuan urutan
calon; dan/atau e. pemberitahuan
kepada publik, baik melalui media
cetak maupun media elektronik.

2. Ketentuan uji kelayakan dikecua-
likan terhadap pengisian jabatan
yang oleh UU ditentukan hanya
memberikan persetujuan. Jumlah
calon yang diajukan atau diberi-
kan persetujuan diusulkan sesuai
dengan peraturan perundang-un-
dangan. Hasil pembahasan komisi
dilaporkan dalam rapat Bamus un-
tuk selanjutnya ditetapkan dalam
rapat paripurna DPR. Dalam hal
suatu peraturan perundang-un-
dangan menentukan agar DPR
memberikan pertimbangan atau
konsultasi, Pimpinan DPR mem-
berikan pertimbangan atau kon-
sultasi tersebut bersama pimpinan
komisi terkait dan pimpinan Frak-
si, kecuali Bamus menentukan lain.

Menurut Zoelva terdapat beber-
apa hakikat kewenangan dan regulasi
kewenangan DPR melakukan seleksi
calon pejabat publik pada komisi nega-
ra independen. Hamdan menyebutkan
bahwa hal itu hakikatnya merupakan
salah satu bentuk pengawasan awal
DPR atas proses pemilihan pimpinan
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komisi negara independen. Kewenan-

gan itu juga dalam rangka pengawasan

DPR sebelum seseorang menduduki ja-

batannya di komisi negara independen.

Selain itu, pada hakikatnya kewenangan

DPR melakukan seleksi dalam pemili-

han pejabat publik pada komisi negara

independen adalah untuk mengurangi
penguasaan kekuasaan eksekutif atas
komisi. Dengan adanya keterlibatan

DPR dalam proses pemilihan ini maka

terjadi mekanisme checks and balances

system (Zoelva 2022, Wawancara, 7 Sep-
tember).

Atas dasar berbagai uraian di atas
maka dapat disimpulkan mengenai
hakikat kewenangan regulasi kewenan-
gan DPR melakukan seleksi pemilihan
pejabat publik pada komisi negara inde-
penden merupakan:

1. Perwujudan DPR sebagai lembaga
yang mewakili kepentingan dan
aspirasi rakyat berkaitan dengan
memilih calon-calon pejabat komi-
si yang akan bertugas melayani
rakyat.

2. Salah satu bentuk pengawasan
awal DPR atas proses pemilihan
pimpinan komisi sebelum ia men-
jabat.

3. Upaya mengurangi penguasaan
kekuasaan eksekutif atas komisi,
karena terciptanya sistem checks
and balances system antara Presi-
den dan DPR yang mewakili kekua-
saan eksekutif dan kekuasaan leg-
islatif.
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4. Dasar hukum yang memberikan
status kepastian dan tugas konsti-
tusional bagi DPR untuk melak-
sanakannya. Dengan dasar hukum
yang kuat tersebut maka proses
dan hasil kerja DPR juga mempu-
nyai dasar hukum yang kuat.

Anggota-anggota DPR yang beras-
al dari parpol peserta Pemilu Legislatif
yang digelar 5 (lima) tahun sekali dipi-
lih langsung oleh rakyat. Keikutsertaan
parpol diputuskan oleh KPU melalui
serangkaian proses pendaftaran parpol.
Atas dasar pemikiran ini maka anggota
DPR merupakan wakil rakyat sekaligus
perwakilan partai di DPR, yang mem-
punyai fungsi mengemban dan mem-
perjuangkan aspirasi rakyat sekaligus
mewakili kepentingan rakyat di pentas
negara. Oleh karenanya selain sebagai
lembaga perwakilan rakyat, DPR juga
merupakan lembaga politik. Pertimban-
gan dan kepentingan politik yang men-
jadi acuan dan panduan penting serta
menonjol, termasuk dalam pengambi-
lan sikap dan keputusan lembaga DPR
dan alat-alat kelengkapannya seperti
komisi, fraksi dan lainnya. Dengan de-
mikian dalam seleksi calon pejabat pub-
lik pada komisi di DPR, akseptabilitas
politik lebih kuat dibandingkan aksept-
abilitas publik (Mochtar: 2007: ).

Dalam Kkonteks demikian dapat
dipahami apabila dalam pemilihan pe-
jabat publik tersebut, pertimbangan
dan kepentingan politik DPR, komisi,
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dan fraksi-fraksi parpol yang duduk di
DPR menjadi panduan dan acuan lebih
utama dibanding aspek-aspek lainnya.
Dengan ciri khas yang demikian maka
terbuka kemungkinan perbedaan an-
tara keputusan DPR, komisi dan fraksi di
DPR dengan pendapat mereka yang ada
di luar DPR, termasuk dalam hal kepu-
tusan DPR memilih pejabat publik yang
akan duduk di komisi. Hal ini berkese-
suaian dengan pendapat N1 (2022, 1
September), anggota Bawaslu Periode
2012-2017 yang menegaskan bahwa
proses seleksi di DPR lebih banyak ber-
dimensi politik.

Kelemahan Regulasi
DPR

Dalam berbagai

Kewenangan

regulasi yang
mengatur kewenangan DPR melakukan
seleksi terhadap para calon komisioner,
norma-norma yang bersifat umum baru
dirinci dalam Peraturan Tata Tertib
DPR—hal yang lazim karena peraturan
tersebut memang bertugas memerin-
ci ketentuan yang lebih tinggi. Prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan partisi-
patif secara normatif telah dimuat dalam
berbagai regulasi mengenai pembentu-
kan komisi. Menurut Asshiddiqgie (2006:
120) komisi negara independen diben-
tuk sebagai penyeimbang kekuasaan
dan memperkuat fungsi kontrol dalam
sistem demokrasi. Oleh karena itu, me-
kanisme seleksi terhadap anggota dan
pimpinannya seharusnya mencermink-
an prinsip-prinsip demokrasi yang de-

liberatif, partisipatif, dan meritokratis.

Sayangnya, regulasi yang ada
memberi ruang terlalu besar bagi dom-
inasi politik DPR, tanpa ada pengaman
normatif yang kuat untuk memastikan
seleksi berlangsung adil dan bebas dari
intervensi kepentingan fraksional atau
partisan. Ketika seleksi tidak menjamin
kesetaraan dan obyektivitas, hasilnya
bukan hanya calon terbaik yang terp-
inggirkan, tetapi juga komisi menjadi
kurang independen, yang pada gilirann-
ya mengurangi efektivitas lembaga-lem-
baga ini dalam memperkuat kualitas
demokrasi. Proses seleksi yang elitis
dan transaksional pada akhirnya meng-
hambat terbentuknya sistem checks and
balances yang sehat dan melemahkan
pelembagaan demokrasi secara lebih
luas. Namun dari hasil kajian penulis,
terdapat empat kelemahan regulasi ke-
wenangan DPR dalam pemilihan peja-
bat publik pada komisi terkait berbagai
aspek yang justru melemahkan proses
konsolidasi demokrasi, yaitu:

Pertama, dari sisi lembaga DPR dan
anggotanya. Regulasi yang berlaku tidak
mewajibkan adanya perlakuan yang
setara dan nondiskriminatif terhadap
calon anggota komisi. Ketiadaan norma
ini membuat standar etika dan obyek-
tivitas sangat tergantung pada kesada-
ran pribadi anggota DPR, bukan pada
kewajiban hukum. Akibatnya, dalam
praktik, dapat terjadi perbedaan per-
lakuan antarcalon, di mana calon yang
“diunggulkan” mendapat pertanyaan
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ringan, sementara calon lain diperlaku-
kan lebih kritis. Praktik ini jelas ber-
tentangan dengan prinsip seleksi yang
adil dan meritokratis. Selain itu, kepu-
tusan DPR cenderung lebih mencer-
minkan pertimbangan politik dibanding
obyektivitas atas kapasitas, integritas,
dan keilmuan calon. Hal ini menjelaskan
mengapa beberapa tokoh yang populer
dan didukung masyarakat tidak terpilih,
sementara calon dengan kualitas bia-
sa saja bisa terpilih karena afiliasi atau
kedekatannya dengan fraksi atau partai
politik di DPR.

Dalam situasi demikian, terbuka
kemungkinan bagi DPR untuk “menitip-
kan” kepentingan politiknya kepada
calon yang dipilih, sehingga komisioner
terpilih merasa berkewajiban menjaga
harmoni dengan DPR. Di satu sisi, me-
kanisme ini memang memberi peluang
bagi anggota DPR mewujudkan ideal-
isme melalui pilihan mereka. Namun
dalam kenyataannya, anggota DPR leb-
ih sering menjalankan keputusan frak-
si atau partainya ketimbang pendapat
pribadi. Potensi politik transaksional
juga tidak dapat dihindari, baik se-
cara individu maupun dalam kerangka
kolektif. Lobi-lobi, komunikasi informal,
hingga pertukaran dukungan dengan
imbalan tertentu sebelum pemungutan
suara membuka ruang bagi praktik yang
melanggar prinsip integritas. Ini semua
melemahkan dasar etik seleksi dan
memperbesar risiko munculnya calon-
calon yang tak layak namun lolos karena
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pertimbangan pragmatis.

Kedua, dari sisi calon pejabat pub-
lik yang mengikuti seleksi. Ketimpan-
gan perlakuan oleh DPR menjadi fak-
tor penting, dimana calon yang tidak
disukai fraksi atau kelompok tertentu
di DPR bisa mengalami tekanan dalam
bentuk pertanyaan menjebak atau sikap
kurang respek. Sementara calon yang
“diunggulkan” mendapatkan kenya-
manan yang tidak proporsional. Dalam
kondisi demikian, ada kesan bahwa uji
kelayakan dan kepatutan lebih merupa-
kan formalitas yang menutupi proses
seleksi berdasarkan akseptabilitas poli-
tik. Ini menyebabkan para calon yang
punya kapasitas dan integritas tinggi
namun tanpa koneksi politik, enggan
mencalonkan diri. Sebaliknya, terbuka
celah bagi calon untuk menggunakan
pendekatan-pendekatan politis kepada
anggota DPR agar terpilih, termasuk
dengan skema transaksional yang bisa
mengaburkan obyektivitas.

Ketiga, dari sisi komisi negara in-
dependen itu sendiri. Ketidakhadiran
norma Kkesetaraan dan nondiskrimi-
nasi dalam regulasi kewenangan DPR
tidak berdampak langsung pada komi-
si, tetapi menimbulkan efek sistemik
dalam jangka panjang. Ketika petahana
yang mencalonkan diri kembali men-
galami perlakuan diskriminatif, komisi
merasa proses tersebut tidak adil dan
cenderung merugikan integritas kelem-
bagaan. Komisi juga bisa merasa dibata-
si independensinya karena pimpinan-
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nya dipilih melalui DPR yang memiliki
kepentingan politik tertentu. Komis-
ioner yang terpilih bisa jadi merasa ter-
dorong untuk menyelaraskan agenda
dan kebijakan dengan kepentingan DPR
agar tidak menciptakan ketegangan,
khususnya jika tugas dan fungsi komi-
si berpotensi bersinggungan dengan
kepentingan atau pengawasan terhadap
DPR itu sendiri. Dalam kondisi tersebut,
muncul perasaan “hutang budi” yang
mengancam hetralitas.

Zoelva (2022) menyoroti bahwa
komisi cenderung kehilangan indepen-
densinya karena keterlibatan DPR dan
Presiden dalam seleksi pimpinan komi-
si. la mengusulkan agar masa jabatan
pimpinan komisi cukup satu periode,
namun dengan durasi yang lebih pan-
jang untuk menghindari ketergantun-
gan terhadap pemilik kekuasaan yang
bisa memperpanjang jabatan mereka.
Dengan sistem saat ini, godaan untuk
menyenangkan pihak yang memilihnya
(agar bisa dipilih kembali) dapat me-
mengaruhi keputusan dan arah kebija-
kan komisi.

Keempat, dalam sistem checks and
balances antara eksekutif dan legislat-
if, hubungan antara Presiden dan DPR
dalam seleksi pimpinan komisi me-
mang diatur sedemikian rupa. Presiden
membentuk panitia seleksi (pansel)
dan mengajukan nama-nama calon ke
DPR. Selanjutnya, DPR mengadakan uji
kelayakan dan memilih dari nama-na-
ma tersebut. Dalam praktiknya, DPR

hampir selalu menerima hasil pansel
dan memilih dari daftar itu, sementara
Presiden juga menerima hasil pemili-
han DPR. Namun, terbuka kemungkinan
konflik muncul jika DPR menolak seba-
gian atau seluruh calon usulan pansel.
Meskipun jarang terjadi, hal ini bisa saja
berlangsung saat hubungan politik an-
tara Presiden dan DPR memburuk, atau
ketika Presiden tidak menguasai mayor-
itas parlemen.

Kendati sistem ini mencerminkan
prinsip checks and balances secara for-
mal, praktiknya sering kali tidak meng-
hasilkan kontrol timbal balik yang se-
hat. Proses seleksi yang terlalu politis
dari DPR membuat fungsi kontrol tidak
berjalan efektif, apalagi jika calon yang
lolos justru lekat dengan kepentingan
partai atau elite tertentu. Jika ini dib-
iarkan berulang, maka pelembagaan
demokrasi akan tergerus. Komisi yang
semestinya menjadi garda depan dalam
pengawasan, pencegahan korupsi, per-
lindungan HAM, pemilu yang adil, dan
lain-lain, menjadi instrumen semu yang
tidak efektif karena proses pembentu-
kannya cacat secara demokratis.

Dengan demikian, revisi terhadap
regulasi kewenangan DPR sangatlah
penting, khususnya dalam aspek pen-
jaminan prinsip nondiskriminasi, ob-
jektivitas, dan seleksi berbasis merit.
Kelemahan-kelemahan yang telah di-
uraikan di atas menjadi indikasi bahwa
konsolidasi demokrasi Indonesia akan
terus terhambat jika sistem seleksi
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pimpinan komisi negara tidak direfor-
masi secara substantif. Dalam sistem
demokrasi yang sehat, seleksi pejabat
publik pada lembaga independen bukan
hanya soal prosedur, tetapi juga legiti-
masi substantif yang bertumpu pada ke-
percayaan publik, integritas proses, dan
keberpihakan pada kepentingan umum,
bukan elite penguasa.

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan
DPR dan Komisi Negara Independen

Atas dasar analisis terhadap berba-
gai kelemahan tersebut, dibutuhkan
rekonstruksi regulasi yang tidak han-
ya untuk menyempurnakan tata kelola
seleksi pejabat publik secara prosedur-
al dan substansial, tapi juga penguatan
konsolidasi demokrasi. Hal ini me-
merlukan pelembagaan norma-norma
demokratis yang mencakup prinsip ke-
setaraan, keadilan, transparansi, akunt-
abilitas, serta perlindungan terhadap
lembaga-lembaga yang menjadi pen-
yangga demokrasi itu sendiri. Ketiadaan
norma yang secara eksplisit mewajib-
kan DPR untuk menerapkan prinsip
non-diskriminasi dan perlakuan setara
dalam uji kelayakan dan kepatutan mer-
upakan bentuk democratic deficit, kes-
enjangan antara prinsip demokrasi yang
diidealkan dengan praktik yang diterap-
kan (Dahl 1998: 109).

Dalam konteks ini, fit and proper
test oleh DPR tidak hanya berfungsi se-
bagai mekanisme administratif untuk
memilih calon komisioner, tetapi juga
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sebagai indikator kualitas demokrasi
dalam memastikan lembaga-lemba-
ga independen tidak terkooptasi oleh
kepentingan partisan. Ketika proses
seleksi tidak menjamin independensi,
transparansi, dan integritas, maka yang
dipertaruhkan bukan hanya kualitas
personal pejabat publik, tetapi juga in-
tegritas kelembagaan dan legitimasi
demokrasi itu sendiri.

Gagasan besar demokrasi pas-
ca-reformasi adalah pembentukan berb-
agai komisi negara independen sebagai
bagian dari mekanisme checks and bal-
ances serta langkah preventif terhadap
kembalinya pola kekuasaan yang sen-
tralistik dan otoriter. Beberapa komisi
telah mendapat legitimasi konstitusion-
al melalui pengakuan dalam UUD NRI
seperti KY, KPU, dan Bank Indonesia-BL.
Namun, komisi penting seperti KPK ma-
sih berdiri di atas fondasi hukum beru-
pa UU yang secara hierarkis lebih lemah
dan rentan terhadap perubahan politik
di parlemen.

Kerapuhan dasar hukum ini ti-
dak hanya berdampak pada aspek
kelembagaan, tetapi juga menunjukkan
lemahnya konsensus demokratis dalam
memproteksi komisi-komisi strategis
tersebut dari tarik menarik kepentin-
gan politik. Dalam banyak kasus, revisi
terhadap UU komisi seperti KPK justru
menunjukkan kecenderungan ke arah
delegitimasi dan repolitisisasi lembaga
independen. Fenomena ini, bila dibiar-
kan, akan menghambat proses konsol-
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idasi demokrasi karena menciptakan
kesan bahwa komisi-komisi indepen-
den bukan instrumen penjaga demokra-
si, melainkan instrumen kekuasaan
yang bisa dimodifikasi sesuai konstelasi
kekuatan politik di DPR.
Dengan demikian, rekonstruksi
regulasi harus diarahkan pada dua hal
utama. Pertama, memperkuat kerang-
ka normatif dalam proses seleksi yang
dilakukan DPR agar lebih menjamin
penerapan prinsip-prinsip demokra-
si substantif. Ini termasuk pengatur-
an tentang perlakuan setara, larangan
diskriminasi, jaminan objektivitas, serta
penguatan peran masyarakat sipil da-
lam pengawasan seleksi. Kedua, mem-
perkuat regulasi kelembagaan komi-
si-komisi negara melalui konstitusion-
alisasi atau setidaknya peningkatan hi-
erarki hukum agar tidak mudah diinter-
vensi oleh kepentingan jangka pendek
politik. Langkah ini menjadi penting
agar komisi negara benar-benar dapat
menjalankan peran sebagai guardian
institutions dalam demokrasi Indone-
sia, yakni lembaga yang tidak hanya
menjalankan fungsi administratif, tetapi
juga melindungi hak-hak konstitusional
warga, menjamin keberlanjutan prinsip
rule of law, serta menjaga integritas pe-
merintahan yang demokratis.
Rekonstruksi regulasi ini sejalan
dengan apa yang dikemukakan oleh
O’Donnell dan Schmitter (1986: 3-5)
dalam teori transisi demokrasi, bahwa
konsolidasi demokrasi tidak hanya ber-

tumpu pada penyelenggaraan pemilu
yang bebas dan adil, tetapi juga pada ke-
beradaan lembaga-lembaga independen
yang kuat, akuntabel, dan terproteksi
dari dominasi eksekutif dan legislatif.
Indonesia sebagai negara pasca-otor-
itarian dengan rekam jejak reformasi
yang panjang harus menjadikan pen-
guatan lembaga-lembaga demokratis
sebagai prioritas dalam tahap konsoli-
dasi ini. Dengan kata lain, rekonstruksi
regulasi kewenangan DPR bukan hanya
bersifat teknokratis, melainkan bersi-
fat struktural dalam memperkuat pi-
lar demokrasi. Tanpa reformasi yang
menyentuh aspek normatif dan struk-
tural dari kewenangan DPR dan po-
sisi komisi negara, maka demokrasi
Indonesia akan terus berada dalam an-
caman democratic backsliding—yakni
kemunduran kualitas demokrasi yang
disebabkan oleh lemahnya institusi dan
kuatnya dominasi elite politik dalam
proses-proses kenegaraan yang seha-
rusnya dijalankan secara independen
dan akuntabel.

Atas
kelemahan sistem kelembagaan saat

dasar analisis berbagai
ini, diperlukan langkah rekonstruksi
regulasi guna memperkuat demokrasi
konstitusional. Komisi negara indepen-
den pasca-reformasi dibentuk sebagai
penyangga demokrasi dan pencegah
otoritarianisme, namun tanpa kerangka
hukum yang kokoh, komisi-komisi ini—
KPK—rentan
oleh intervensi politik. Dalam kerang-

terutama dilemahkan
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ka konsolidasi demokrasi, sebagaima-
na ditegaskan O’Donnell dan Schmitter
(1986: 3), diperlukan institusi kuat yang
menjaga agar demokrasi tidak hanya
prosedural, melainkan juga substantif.
Sementara Ginsburg dan Huq (2018: 87)
serta Nancy Bermeo (2016: 10) meng-
garisbawahi bahwa regresi demokrasi
masa kini berlangsung lewat cara-cara
legal-formal yang melemahkan institusi
pengawas. Oleh sebab itu, penulis men-
gusulkan rekonstruksi berikut:

1. Penguatan KPK Melalui UUD NRI
Keberadaan KPK perlu dicantum-
kan dalam konstitusi untuk mem-
berikan perlindungan Kkonstitu-
sional terhadap fungsi, kewenan-
gan, dan independensinya. Saat ini,
status KPK hanya berdasarkan UU
No. 19 Tahun 2019, sehingga mu-
dah diubah oleh DPR dan Presiden.
Revisi tahun 2019 menunjukkan
bahwa pelemahan terjadi den-
gan memasukkan KPK ke dalam
rumpun eksekutif. Dalam praktik
global, sebanyak 81 negara telah
mencantumkan 248 komisi dalam
konstitusi mereka (Mochtar, 2016),
yang menunjukkan bahwa sistem
modern telah mengakui penting-
nya organ pengawasan konstitu-
sional di luar tiga cabang kekua-
saan klasik.

Memasukkan KPK ke dalam
UUD NRI secara filosofis diperlu-
kan untuk memastikan komitmen
negara terhadap pemberantasan
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korupsi sebagai kejahatan luar bia-
sa. Secara yuridis, ketentuan dalam
UUD akan melindungi KPK dari
pelemahan sewenang-wenang.
Secara sosiologis, tuntutan mas-
yarakat atas institusi antikorupsi
yang kuat tetap tinggi. Memperkuat
KPK di tingkat konstitusi akan
menjamin keberlanjutannya secara
jangka panjang dan memperijelas
statusnya sebagai lembaga perma-
nen, bukan ad-hoc. Argumentasi ini
juga berdasar pada kajian Kristan-
to TA & Suhanda I (2009), Faiz E
& Susanto NA (2010), Napitupu-
lu D (2010), dan Zulkifli (2015).
Pengajuan satu komisi dengan
pertimbangan antara lain urgensi
komisi tersebut bagi konsolidasi
demokrasi ke depan, dan peluang
yang lebih besar diterima MPR
dibanding mengusulkan lebih dari
satu komisi ke dalam konstitusi.
Penguatan  Panitia  Seleksi
(Pansel)

Pansel berperan penting dalam
menjaring calon komisioner lemba-
ga negara. Namun, hingga kini be-
lum terdapat standar kelembagaan
maupun prosedural yang baku dan
transparan. Pembentukan pansel
masih bergantung sepenuhnya
pada keputusan Presiden, tanpa
kejelasan mekanisme partisipasi
publik dan akuntabilitas. Hal ini
membuka ruang bagi figur tidak in-
dependen dan minim integritas.



Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ™
dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen

Oleh Kkarena itu, diperlu-
kan regulasi yang menata secara
eksplisit unsur-unsur berikut:
(a) kedudukan hukum dan sifat
kelembagaan pansel; (b) kriteria
keanggotaan dan keahlian; (c) me-
kanisme kerja dan transparansi;
(d) partisipasi masyarakat dalam
proses pengawasan; serta (e) kode
etik dan sistem pengaduan pub-
lik. Aturan ini dapat dimuat dalam
undang-undang  masing-masing
komisi, atau dalam satu UU Kepres-
idenan. Pengalaman pansel KPK
2015—yang seluruh anggotanya
perempuan—menunjukkan bah-
wa partisipasi dan integritas dapat
memperkuat legitimasi publik.
Penguatan Regulasi Seleksi di
DPR
Seleksi calon komisioner oleh DPR
selama ini diatur dalam UU dan
Peraturan Tata Tertib DPR, namun
belum menjamin seleksi yang be-
bas dari kepentingan politik. Uji
kelayakan dan kepatutan sering
kali cenderung formalistik, bahkan
menjadi ajang tawar-menawar an-
tarfraksi politik. Oleh karena itu,
perlu rekonstruksi regulasi untuk
menempatkan nilai-nilai meri-
tokrasi, integritas, dan keadilan so-
sial sebagai landasan seleksi publik.

Usulan ini mencakup: (a)
penyusunan parameter objektif
seleksi berbasis rekam jejak profe-
sional dan integritas; (b) pelibatan

masyarakat dan organisasi sipil
dalam tahap tanggapan publik ter-
hadap calon; serta (c) transparansi
penuh terhadap hasil uji kelayakan
dan kepatutan, termasuk doku-
mentasi sidang dan alasan pemili-
han.

4. Penggunaan Panel Ahli Inde-
penden dalam Seleksi DPR
Untuk meningkatkan kualitas
seleksi, DPR perlu melibatkan pan-
el ahli independen dalam prosesn-
ya. Panel ini berfungsi melakukan
asesmen mendalam terhadap kom-
petensi, integritas, dan rekam jejak
calon, khususnya dalam hal-hal
yang memerlukan keahlian teknis
seperti KPK, Bawaslu, atau Komnas
HAM.

Panel ahli sebaiknya berasal
dari akademisi, praktisi, atau tokoh
masyarakat yang tidak terafiliasi
partai politik. Mereka ditugaskan
memberikan penilaian substansial,
bukan politis, terhadap para calon.
Pengalaman seleksi hakim MK ta-
hun 2014 dan 2019 menunjukkan
bahwa kehadiran panel ahli mam-
pu meningkatkan kualitas proses
dan kepercayaan publik.

Keempat usulan di atas mencer-
minkan langkah strategis untuk mem-
perkuat konsolidasi demokrasi di Indo-
nesia, dalam situasi di mana demokra-
si formal dapat digunakan untuk
melemahkan komisi, Maka rekonstruksi
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terhadap dasar hukum KPK, regula-
si pansel, mekanisme seleksi di DPR,
dan pelibatan panel ahli adalah elemen
penting dalam membangun sistem keta-
tanegaraan yang berkeadaban, trans-
paran, dan tangguh terhadap tekanan
politik. Ini selaras dengan pandangan
Diamond (2019) bahwa demokrasi yang

kuat hanya bisa hidup dengan institusi
pengimbang yang kokoh secara kon-
stitusional, bukan sekadar prosedural.
Secara lengkap rekonstruksi regulasi
kewenangan DPR melakukan seleksi
dalam pemilihan pejabat publik pada
komisi negara independen disajikan da-
lam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1
Rekonstruksi UUD NRI Tahun 1945

Norma UUD NRI Kelemahan
Tahun 1945
Belum ada
norma Konstitusi
yang mengatur
mengenai KPK.
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Norma Baru
Usulan Perubahan

BAB IXA
PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 25A

Untuk meningkatkan pemberan-
tasan korupsi dibentuk Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi
merupakan lembaga negara yang
bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Komi-
si Pemberantasan Korupsi berkoor-
dinasi dengan lembaga penegak
hukum lain yang berwenang dalam
pemberantasan korupsi.

Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi dipilih oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat berdasarkan usu-
lan Presiden sesuai hasil kerja pani-
tia seleksi yang dibentuk Presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Komisi Pemberantasan Korupsi
diatur dengan undang-undang.

(€3]

(2)

(3)

(4)

(5)
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Tabel 2

Rekonstruksi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Norma
saat Ini

Kelemahan

Pasal 185

jabatan belum ada

Kriteria pengisian suatu
peng 4)

kepastian penerapan nilai
transparansi, akuntabel (5)

dan partisipatif.

Belum melibatkan Panel

Ahli.

(6)

(7)

(8)

Tabel 3

Norma Baru
Usulan Perubahan

Pasal 185
Pembahasan oleh alat kelengkapan
DPR dilakukan secara transaparan,
akuntabel, dan partisipatif.
Pembahasan oleh alat kelengkapan
DPR melibatkan Panel Ahli yang
melakukan penilaian terhadap
calon dari aspek keilmuan.
HasilkerjaPanel Ahlimenjadibahan
pertimbangan dalam pengambilan
keputusan alat kelengkapan DPR.
Pembahasan oleh alat kelengkapan
DPR menerapkan perlakuan yang
adil, setara, dan sederajat untuk
semua calon.
Pengambilan keputusan alat
kelengkapan berdasarkan hasil
uji kelayakan dan kepatutan serta
objektif.

Rekonstruksi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Norma Saat Ini

Pasal 1

(3) Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi ada-
lah lembaga negara dalam
rumpun Kkekuasaan ekseku-
tif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi
sesuai dengan Undang-Un-
dang ini.

Norma Baru

Kelemahan

Usulan Perubahan
Pasal 1

Belum menjadi = (3) Komisi Pemberantasan Tindak

Lembaga
negara
independen
sepenuhnya
serta masih
menjadi
bagian
rumpun
kekuasaan
eksekutif.

Pidana Korupsi yang selanjut-
nya disebut Komisi Pemberan-
tasan Korupsi adalah lembaga
negara yang bersifat inde-
penden dan bebas dari pen-
garuh kekuasaan manapun.
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Lanjutan: Tabel 3 Rekonstruksi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Norma Saat Ini

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif
yang dalam melaksanakan tu-
gas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pen-
garuh kekuasaan manapun.

Pasal 20

(1) Komisi Pemberantasan Ko-
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rupsi bertanggung jawab
kepada publik atas pelak-
sanaan tugasnya dan men-
yampaikan laporannya
secara terbuka dan secara
berkala kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pe-
meriksa Keuangan.
Pasal 30

Kelemahan

Belum menjadi
lembaga yang
independen

Belum ada
kepastian
jadwal waktu
penyampaian
laporan
(masih
menggunakan
kata “berkala”,
belum “setiap
tahun”).

Belum
mengatur
keberadaan
dan pelibatan
Panel Ahli

Norma Baru
Usulan Perubahan
Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara bersi-
fat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

@)

(1)

(12)

(13)

(14)

Pasal 20

Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi bertanggung jawab ke-
pada publik atas pelaksanaan
tugasnya dan menyampaikan
laporannya secara terbuka
dan setiap tahun kepada
Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Pasal 30
Dalam melakukan pemi-
lihan, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indone-
sia wajib melibatkan Panel
Ahli yang bertugas melaku-
kan penilaian terhadap
calon dari aspek keilmuan.
Hasil kerja Panel Ahli men-
jadi pertimbangan bagi
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dalam
mengambil keputusan.
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia mene-
rapkan perlakuan yang
adil, setara, dan sederajat
untuk semua calon.
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia memi-
lih calon Pimpinan Komisi
Pemberantasan  Korupsi
berdasarkan hasil uji ke-
layakan dan kepatutan ser-
ta objektif.
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Tabel 4

Rekonstruksi UU Pemilihan Umum

Norma Saat Ini

Pasal 1

Komisi Pemilihan
Umum yang selanjut-
nya disingkat KPU
adalah lembaga
Penyelenggara Pemi-
lu yang  bersifat
nasional, tetap, dan
mandiri dalam melak-
sanakan Pemilu.
Badan Pengawas Pe-
milu yang selanjutnya
disebut Bawaslu ada-
lah lembaga Penye-
lenggara Pemilu yang
mengawasi  Penye-
lenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Neg-
ara Kesatuan Repub-
lik Indonesia.

Pasal 7
Dalam  menyeleng-
garakan Pemilu, KPU
bebas dari pengaruh
pihak mana pun ber-
kaitan dengan pelak-
sanaan tugas dan we-
wenangnya.

Pasal 25

Kelemahan

Belum memuat 8.
norma “bebas
dari pengaruh
kekuasaan
manapun”
sebagai salah
satu ciri
komisi negara
independen.

17.

(3)

Belum mengatur
keberadaan dan
tugas panel ahli
yang bertugas di
bidang keilmuan.

(M

2)

)

Norma Baru
Usulan Perubahan

Pasal 1
Komisi Pemilihan Umum yang
selanjutnya disingkat KPU ada-
lah lembaga Penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional,
tetap, dan independen serta
bebas dari pengaruh kekua-
saan manapun dalam melak-
sanakan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu yang
selanjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu yang bersifat indepen-
den dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun yang
mengawasi  Penyelenggaraan
Pemilu di seluruh wilayah Neg-
ara Kesatuan Republik Indone-
sia.
Pasal 7

Dalam menyelenggarakan
Pemilu, KPU bersifat indepen-
den dan bebas dari pengaruh
kekuasaan mana pun berkai-
tan dengan pelaksanaan tugas
dan wewenangnya.

Pasal 25

Pemilihan anggota KPU di DPR
melibatkan panel ahli yang diben-
tuk DPR dan bertugas menguji
calon dari aspek keilmuan.

Hasil kerja panel ahli menja-
di salah satu pertimbangan
dalam memilih anggota KPU.
DPR menerapkan perlakuan
yang adil, setara, dan sedera-
jat untuk semua calon.

DPR memilih calon anggota
KPU berdasarkan hasil uji ke-
layakan dan kepatutan dan ob-
jektif.
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Norma Saat Ini

Pasal 26

Pasal 91

Kelemahan

Belum ada
penegasan
secara tertulis
mengenai
Bawaslu sebagai
lembaga

negara bersifat
independen
dan bebas

dari pengaruh
kekuasaan dan
dari pihak mana
pun sebagai
salah satu ciri
komisi negara
independen.

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen

Norma Baru
Usulan Perubahan

Pasal 26

(1) KPU bertanggung jawab ke-
pada publik atas pelaksanaan
tugasnya dan menyampaikan
laporannya secara terbu-
ka dan setiap tahun kepada
Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan.

(2) Pertanggungjawaban publik
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan den-
gan cara:

a. wajib audit terhadap ki-
nerja dan pertanggung-
jawaban keuangan sesuai
dengan program Kerjanya;

b. menerbitkan laporan ta-
hunan; dan

c. membuka akses informasi.

Pasal 91

Pasal 92
Dalam mengawasi penyelengga-
raan Pemilu, Bawaslu bersifat
independen dan bebas dari pen-
garuh kekuasaan dan pihak mana
pun berkaitan dengan pelaksa-
naan tugas dan wewenangnya.



Lanjutan: Tabel 4 Rekonstruksi UU Pemilihan Umum

Norma Saat Ini

Pasal 122

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen

Kelemahan

Belum
melibatkan panel
ahli.

()

(@)

(©)

4)

(1)

(2)

Norma Baru
Usulan Perubahan
Pasal 121
Pemilihan anggota Bawaslu
di DPR melibatkan panel ahli
yang dibentuk DPR dan ber-
tugas menguji calon dari as-
pek keilmuan dan aspek-as-
pek lainnya.
Hasil kerja panel ahli menjadi
salah satu pertimbangan da-
lam memilih anggota Bawas-
lu.
DPR menerapkan perlakuan
yang adil, setara, dan sedera-
jat untuk semua calon.
DPR memilih calon anggota
Bawaslu berdasarkan hasil uji
kelayakan dan kepatutan dan
secara objektif.

Pasal 122
Bawaslu bertanggung jawab
kepada publik atas pelaksa-
naan tugasnya dan menyam-
paikan laporannya secara
terbuka dan setiap tahun ke-
pada Presiden Republik In-
donesia, Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia,

dan Badan Pemeriksa Ke-

uangan.

Pertanggungjawaban publik

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan de-
ngan cara:

a. wajib audit terhadap Kkin-
erja dan pertanggungjawa-
ban keuangan sesuai den-
gan program Kkerjanya;

b. menerbitkan laporan ta-
hunan; dan

c. membuka akses informasi.
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Tabel 5

Rekonstruksi UU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Norma Saat Ini
Pasal 1

7. Komisi Nasional Hak Asasi

64

Manusia yang selanjutnya
disebut Komnas HAM ada-
lah lembaga mandiri yang
kedudukannya setingkat
dengan lembaga negara
lainnya yang berfungsi
melaksanakan pengkajian,
penelitian,  penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi
hak asasi manusia.

Kelemahan

Belum
memasukkan
norma bebas
dari pengaruh
kekuasaan
manapun
sebagai salah
satu ciri
komisi negara
independen.

Belum
memasukkan
keberadaan
dan tugas
Panel Ahli.

7.

M

@

€)

4)

©)

Norma Baru

Usulan Perubahan
Pasal 1

Komisi Nasional Hak Asasi Manu-
sia yang selanjutnya disebut Kom-
nas HAM adalah lembaga negara
yang bersifat independen dan
bebas dari pengaruh kekua-
saan manapun yang berfungsi
melaksanakan pengkajian, pene-
litian, penyuluhan, pemantauan,
dan mediasi hak asasi manusia.

Pasal 83
Komnas HAM membentuk Pani-
tia Seleksi untuk memilih calon
Anggota yang akan dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia.
Pemilihan anggota Komnas
HAM di DPR melibatkan panel
ahli yang dibentuk DPR dan ber-
tugas menguji calon dari aspek
keilmuan.
Hasil kerja panel ahli menjadi
salah satu pertimbangan dalam
memilih Anggota Komnas HAM.
DPR menerapkan perlakuan
yang adil, setara, dan sederajat
untuk semua calon.
DPR memilih calon Anggota
Komnas HAM berdasarkan ha-
sil uji kelayakan dan kepatutan
dan secara objektif.
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Lanjutan: Tabel 5 Rekonstruksi UU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Norma Baru
Usulan Perubahan
Pasal 84 Pasal 84

(1) Komnas HAM bertanggu-
ng jawab kepada publik atas
pelaksanaan tugasnya dan
menyampaikan  laporannya
secara terbuka dan setiap ta-
hun kepada Presiden Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia,
dan Badan Pemeriksa Keuan-
gan.

(2) Pertanggungjawaban publik
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. wajib audit terhadap Kiner-
ja dan pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan
program Kkerjanya;

b. menerbitkan laporan tahu-
nan; dan

c. membuka akses informasi.

Norma Saat Ini Kelemahan
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Tata

Tabel 6

Rekonstruksi Peraturan Tata Tertib DPR

Norma Saat Ini

Pasal 226
cara pelaksanaan

pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh komisi

yang

bersangkutan

meliputi:

a.

b.

penelitian
administrasi;
penyampaian visi dan
misi;

uji kelayakan (fit and
proper test);
penentuan urutan
calon; dan/ atau
pemberitahuan kepada
publik, baik melalui
media cetak maupun
media elektronik.

Kajian

Belum
memuat
keberadaan
dan tugas
Panel Ahli

(2)

4)

(2)

3)

4)

Norma Baru
Usulan Perubahan

Pasal 226
Tata cara pelaksanaan
pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1)

ditetapkan oleh Kkomisi

bersangkutan meliputi:

a. penelitian administrasi;

b. penyampaian visi dan misi;

c. uji kelayakan dan kepatutan

(fit and proper test);

a. penentuan urutan calon;
dan/atau

e. pemberitahuan kepada publik,
baik melalui media cetak
maupun media elektronik.

yang

Dalam pengisian suatu jabatan,
kecuali hanya memberikan per-
setujuan, melibatkan panel
ahli yang dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat dan bertu-
gas menguji calon dari aspek
keilmuan.

Hasil kerja panel ahli menjadi
salah satu pertimbangan da-
lam memilih seseorang mengi-
si jabatan.

Perlakuan yang adil, setara,
dan sederajat untuk semua
calon yang mengikuti pengi-
sian jabatan.

Pengisian jabatan berdasar-
kan hasil uji kelayakan dan
kepatutan, Kkecuali hanya
memberikan persetujuan, dan
secara objektif.
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Kesimpulan

Kewenangan DPR dalam melaku-
kan seleksi pejabat publik di komisi
negara independen merupakan bagian
dari fungsi representasi rakyat dan
pengawasan legislatif dalam sistem
ketatanegaraan. Kewenangan ini tidak
hanya memperkuat posisi DPR sebagai
pengimbang kekuasaan eksekutif, teta-
pi juga menjadi landasan hukum bagi
mekanisme checks and balances yang
sehat dalam demokrasi. Namun, dalam
praktiknya, masih terdapat berbagai
kelemahan regulasi, mulai dari ketida-
kjelasan norma, lemahnya mekanisme
seleksi, hingga potensi intervensi poli-

tik yang mengancam independensi
komisi.
Untuk  menjawab  tantangan

tersebut dan memastikan konsolidasi
demokrasi berjalan ke arah pematan-
gan institusional, perlu dilakukan re-
konstruksi regulasi yang menyeluruh.
Rekonstruksi regulasi kewenangan
DPR dalam melakukan seleksi peja-
bat publik pada komisi adalah krusial
untuk menjamin transisi demokrasi
ke arah pematangan demokrasi (kon-
solidasi demokrasi) dan tidak terjadi
backlash melalui keberadaan komisi
yang berkualitas sebagai pengimbang
kekuasaan. Rekonstruksi kewenangan
tersebut ditujukan untuk: Pertama,
penguatan kedudukan dan keberadaan
komisi, yaitu KPK ke dalam UUD NRI

dengan merumuskan Pasal 25A. Kedua,

penguatan panitia seleksi, dengan me-
masukkan beberapa norma mengenai
panitia seleksi ke dalam UU MD3, UU
mengenai komisi, dan Peraturan Tata
Tertib DPR. Ketiga, penguatan regulasi
seleksi, dan keempat, penggunaan pan-
el ahli. Hal ini dilaksanakan dalam ben-
tuk memasukkan norma baru mengenai
Panel Ahli dalam UU MD3, UU mengenai
komis, dan Tatib DPR.

Objek peraturan dalam rekon-
struksi regulasi mencakup UUD NRI, UU
Komnas HAM, UU MD3, UU Pemilu, UU
KPK, UU komisi terkait, serta peratur-
an tata tertib DPR. Rekonstruksi regu-
lasi-regulasi tersebut dilakukan dalam
bentuk memasukkan norma-norma
hukum yang dapat mengatasi kelemah-
an-kelemahan pada regulasi kewenan-
gan DPR terkait seleksi pemilihan peja-
bat publik pada komisi negara indepen-
den yaitu: Pertama, kelemahan regulasi
yang berkaitan dengan DPR dan anggo-
ta DPR. Kedua, kelemahan regulasi ber-
kaitan dengan calon pejabat publik yang
akan mengikuti seleksi. Ketiga, kelema-
han regulasi berkaitan dengan komisi.
Keempat, kelemahan regulasi berkai-
tan dengan sistem checks and balances
antara Presiden dan DPR. Rekonstruksi
regulasi kewenangan DPR tersebut di-
harapkan dapat memperkuat konsoli-
dasi demokrasi sehingga dapat menuju
kematangan demokrasi dimana prak-
sisnya tidak sekedar prosedural, tetapi
substantif dan berkelanjutan.
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